BAB V
MODEL ALTERNATIFIMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI

ANGGARAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Model

Model merupakan kerangka kerja formal yang mewatiirciri pokok
dari suatu sistem yang kompleks dengan mengambérbpa hubungan sentral.
Model merupakan suatu konstruksi dari suatu konsem digunakan sebagai
pendekatan untuk memahami suatu realitas. Modeupa&an penyederhanaan
dari elemen-elemen dasar realitas yang begitu kelaplatau abstraksi terhadap
elemen tersebut terhadap apa yang akan diterafkafigeddin, 2010:549).

Menurut Sanusi dalam Damin (1998:251), model bukaguatu realitas
kehidupan karena realitas kehidupan ini tidaklahedr, sementara maodel
merupakan suatu pendekatan untuk memahami atauekendealitas. Model
dengan demikian merupakan abstrasi Rit&al(life system) dan bukanlah RLS
yang sebenarnya.

Winardi (2005:147) berpandangan bahwa model ata $esungguhnya
tidak lain dari suatu kerangka, atau kerangka keymng membantu
menyederhanakan kompleksitas yang sangat berledlityang diupayakan untuk
dipahami dan diprediksi oleh pihak yang mengoninys (2005:147). Tujuan
mengonstruksi model adalah untuk memahami kenyati@anrealita dengan jalan
mengorganisasi dan menyederhanakan. Model mewakilita tetapi bukanlah

realita itu sendiri. Adanya suatu model akan merhkda bagi suatu individu
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atau organisasi untuk melakukan berbagai terobtesabosan dalam
penyelenggaraan kegiatan pribadi atau organisasi.

Burger (1966) berpendapat bahwa model merupakai das suatu
upaya untuk membuat tiruan kenyataan. Saeed (1B8f)andangan model
haruslah mempunyai titik kontakpgints of contact) dengan kenyataameglity)
dan perbandingan yang berulangkali dengan duni@rfyeal world).

Lebih lanjut, suatu model harus menggambarkan adpaksepsi atau ide-
ide dalam suatu keputusan , adanya gambaran féumggst, tujuan-tujuan
proses, adanya proses tingkah laku dan adany&éndayata yang berorientasi
pada pangawasan terhadap fungsi-fungsi dalam pelaka model yang efektif.
Hal tersebut sesuai dengan kategori model menuolinsdn (Syafioedin,
2009:550) :cognitive models (human concepts); normative models (purposive
oriented); descriptive models (behavior oriented); functional models (function
and control oriented). Dengan demikian model harus mengandung aspek tifogni
manusia seperti gagasan atau konsep , memiliki ssmonma dan tujuan, dapat
menggambarkan orientasi perilaku manusia dan fangbkidalam melakukan
pengawasan.

Model adalah studi yang dilakukan dengan menghimkeunggulan-
keunggulan yang diperoleh dan menghindari kelem#kfgmahan dari model
yang diterapkan yaitu implementasi kebijakan alokasggaran pendidikan
berbasis kearifan lokal. Proses model harus dapagomgkap kemampuan untuk

melakukan pemberdayaan satuan pendidikan dan suwaarlingkungan, serta
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mengikutsertakan masyarakat melalui penyusunamgkgahaan, pengawasan
dalam berbagai kegiatan.

Empat kategori model menurut Johnson (SyafioediQ9250) :cognitive
models (human concepts); normative models (purposive oriented); descriptive
models (behavior oriented); functional models (function and control oriented).
Dengan demikian model harus mengandung aspek Kogn#nusia seperti
gagasan atau konsep , memiliki norma-norma damyjdapat menggambarkan
orientasi perilaku manusia dan fungsional dalanakuean pengawasan.

Rumusan model implementasi anggaran pendidikan mhgkae data
tentang posisi pendidikan yang menjadi kewajibamgyetah provinsi. Data
posisi pendidikan tersebut dianalisis berdasaskatu teknik analisis posisi (baik
secara internal maupun eksternal) yang memuat gamtk@kuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan atau ancaman yang mungkmulit

B. Faktor Internal dan Eksternal Pendidikan di Provins Jawa Bar at

Model Manajemen Strategis (Hunger & Wheelen, 200B09)
mengandaikan adanyanvironmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri
dari analisis lingkungan eksternal (ALE) dan anslisxgkungan internal (ALI).
Dalam menentukan faktor internal dan eksternal jpiah ini temuan di
lapangan dipadukan dengan Rencana PembangunaidiRa&mdRegional Makro
Pendidikan Jawa Barat Bab 3 yang menyangkut Kekudtandala, Tantangan
dan Peluang Pembangunan Pendidikan. Beberapa pmmmayang relevan

dipertahankan dan beberapa yang tidak relevanadiidan, sebagian lainnya
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diubah karena sudah terjadi perubahan sepertraisasi pendidikan yang
semakin berkurang dan Undang-undang Sistem Pé&adidilasional Nomor 2
Tahun 1989 yang telah diganti dengan Undang-undaB8gtem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003, meskipun telahvege@ana untuk melakukan

revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2003 tersebut.

1. Faktor Internal : Potens (Kekuatan) dan Peluang

a. Kekuatan

1) Masyarakat Jawa Barat memiliki falsafah yang medandnasyarakat Jawa
Barat yaitu falsafalsilih asuh, silih asih, dan silih asah. Suatu filosofi yang
mengajarkan manusia untuk saling mengasuh yangdaitai sikap saling
mengasihi dan saling berbagi pengetahuan (pengajansauatu konsep
kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaraketlizhuran akal budi.

2) Potensi religiusitas masyarakat berkontribusi padsha keras dalam
mencerdaskan dirinya dan berkompetensi untuk meaticap ilmu
pengetahuan. Berdasarkan nilai-nilai agama Islamyarakat memiliki etos
dan semangat tinggi untuk memberantas kebodohansetamggi mungkin
memasuki jenjang pendidikan.

3) Adanya arahan pembangunan pendidikan yang jelds tbagkat nasional
maupun tingkat provinsi (RPJPD).

4) Adanya pijakan hukum dalam bentuk peraturan daswiy menaungi

pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat.
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b.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Peluang

Industrialisasi yang terus berlangsung di Indongsida era perdagangan
bebas, menuntut peningkatan kualitas pendidikara getiap jenjang dan
jenis, baik sekolah negeri maupun swasta. Peniagkianalitas ini meliputi
pengetahuan keahlian dan kepribadian peserta sk tenaga kepentidikan.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cgpgh menuntut
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem sekfvitas pendidikan,
penelitian dan penerapan pengetahuan dan teknologi.

Adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PémfidNasional
merupakan peluang untuk menyusun strategi baru yhih akurat
(berwawasan masa depan).

Diberlakukannya otonomi daerah merupakan peluartgkumenata sistem
pendidikan yang lebih akomodatif terhadap tuntdiaioutuhan pembangunan
di daerah yang berwawasan lingkungan dan budagepat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi koraanikenjadi peluang
munculnya model pembelajaran jarak jauh yang beesaw global.

Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalaenyplenggaraan
pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruargting

Banyaknya lembaga pendidikan yang bermutu sertailkestandar yang
baik.

Tersedianya dunia industri dan dunia usaha yang miendukung kegiatan
pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

Tersedianya sumber dayaanh, money, material) yang mencukupi.
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2. Faktor Eksternal : Kendala dan Tantangan

a. Kendala

1) Keterbatasan sarana, ketenagaan dalam penyeleagggendidikan. Di
samping itu rendahnya pendapatan perkapita mastatakutama masyarakat
miskin yang berada di desa-desa tertinggal. Akimatkelompok tersebut
secara umum berpendidikan rendah.

2) Anggapan ketidakpastian perolehan pekerjaan bé&ggdo SLTP dan SLTA
dan relatif tingginya tingkat pengangguran terdidlk masyarakat dapat
mengurangi semangat dan partisipasi masyarakat mdataelanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3) Relevansi pendidikan dengan kebutuhan ketenagakerfaasih rendah
sehingga lulusan pendidikan belum siap kerja (barap latih) dan
menimbulkan masalah pengangguran.

4) Keadaan geografis dan penyebaran penduduk yangmeéaata, kekurangan
jumlah guru pada setiap daerah, khususnya daeexlfdaterpencil, di
samping mutu yang rendah serta sarana pendidikantgabatas.

5) Dampak negatif teknologi komunikasi merupakan nasapendidikan
keluarga sehingga perlu keseriusan untuk dianssipagl penyelamatan
generasi mendatang.

6) Masuknya dunia usaha swasta dalam penyelenggaraadidikan yang
berorientasi pada mencari keuntungan semata dapajadin kendala bagi

peningkatan kualitas lulusan.
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7) Krisis moneter berkepanjangan yang dialami Ind@esienyebabkan

b.

1)

2)

3)

4)

5)

meningkatnya angka putus sekolah dan angka pengeargg

Tantangan

Posisi Jawa Barat yang berdampingan dengan lbu #arastrategis dalam
upaya pengembangan kawasan industri menuntut pé&@gean berbagai
keahlian dan kejuruan yang mampu bersaing secabalglisertai minat yang
tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada setiapajeqg dan jenis pendidikan.
Kecenderungan umum masyarakat menunjukkan adangabghean cara
berpikir yang memandang pendidikan sebagai langkahyiapkan peserta
didik secara utuh baik dari aspek pengetahuanpsik@at dan ketrampilan
secara fungsional bagi kehidupan pribadi, warga akegdan warga
masyarakat. Pendidikan juga harus mampu mengemaangkbudayaan
masyarakat Jawa Barat sebagai perwujudan sasarawsimalndonesia
seutuhnya.

Bahwa sistem pendidikan yang diatur oleh Undangaogd Nomor 20
Tahun 2003 belum mampu memenuhi tuntutan amanah UBLL dan
aspirasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Kecenderungan umum pemanfaatan media teknologi madasih rendah,
terbatas pada fungsi hiburan atau belum menga@ddnfpagsi pendidikan.
Sikap profesional kependidikan yang belum membudseara mapan dan

merata, baik di kalangan guru maupun para tenggenkidikan lainnya.
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C. Rasionalitasdan Urgensi Pengembangan Alter natif M odel Strategi

Setelah melihat gambaran kekuatan, kelemahan, ngeldan tantangan
atau ancaman yang mungkin ditemui maka nampallsionalitas dan urgensi
pengembangan alternatif model implementasi alo&aggaran pendidikan, yaitu
bagaimana alternatif model di satu sisi memelilagkuatan yang dimiliki dan
bahkan mengembangkannya dan menghilangkan ataimahirmengurangi
kelemahan; di sisi lain mampu memanfaatkan peluwErmgmenjawab tantangan

dan menghilangkan ancaman.

D. Konstelasi M odel
1. Prioritasyang Perlu Dibenahi
Agar alternatif model yang dibuat dapat menjadi elgéng efektif maka
sedapat mungkin terhindar dari kelemahan dan dapatanfaatkan potensi yang
dimili untuk menjawab tantangan dan menghadapiraaoa Berdasarkan alasan
itu maka dibuatlah prioritas berikut ini yang hawmsuk dibenahi dan diutamakan
dalam pengalokasian anggaran pendidikan berbasisfd® lokal di Provinsi
Jawa Barat.
Prioritas diberikan pada :
a. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelaaggaendidikan
b. Pemenuhi kekurangan guru baik segi kuantitas makpahtasnya pada
setiap daerah, khususnya daerah-daerah terpencil .
C. Peningkatan profesionalisme guru maupun tenagankiggtitan maupun

profesionalisme pengelolaan pendidikan.

254



d. Pemanfaatan media teknologi modern pada fungsiigikad

e. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak-aaak yerasal dari
keluarga berpendapatan rendah atau miskin teruyamg berada di desa-
desa tertinggal. Secara lebih spesifik adalah anak- petani, nelayan,
dan buruh.

f. Peningkatan relevansi pendidikan dengan tiga hadrtama, falsafah
yang melandasi masyarakat Jawa Barat yaitu falsdi&hasuh, silih asih,
dan silih asah. Kedua, potensi religiusitas masyarakat berkontribusigpad
usaha keras dalam mencerdaskan dirinya dan berkengpeuntuk
mendapatkan ilmu pengetahau#etiga, tersedianya dunia industri dan
dunia usaha yang bisa mendukung kegiatan pembamgqeralidikan di

Jawa Barat.

2. Pengembangan Vis dan Mis Implementasi Kebijakan pada Tingkatan
Pemerintah Provins
Visi yang ditawarkan dalam model ini adalah : “Rediidin dasar berbasis
kearifan lokal, dikelola secara profesional darntutu global”.
Misi yang harus dijalankan Pemerintah Provinsiuknimencapai Vvisi
tersebut adalah :
a. Mengatasi kekurangan sumberdaya : keterbatasanasgmeasana dan guru

serta tenaga kependidikan khususnya di daeraiiglpe
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Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyangkag berpendapatan
per kapita rendah terutama masyarakat miskin yammgda di desa-desa
tertinggal.

Meningkatkan dan membudayakan profesionalisme Haikalangan guru
maupun para tenaga kependidikan lainnya.

Menyediakan dan memanfaatkan media teknologi modertuk fungsi

pendidikan.

Meningkatkan relevansi pendidikan dengan pemenuk@outuhan bagi
keberlangsungan kehidupan, dengan mengaitkannya fpéghfah hidup dan

potensi masyarat Jawa Barat serta dunia industri.

Asumsi-asums untuk M odel

Asumsi, anggapan dasar atau postulat menurut Buek (1985 :107)

adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenararsfijerima oleh peneliti.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk model alternatiflah sebagai

berikut :

a.

Pendidikan dasar berbasis kearifan lokal, yanglalikesecara profesional
dan bermutu global memerlukan kepemimpinan transdsronal.
Kebijakan alokasi anggaran pendidikan dasar meikdenprioritas pada
(1) peningkatan sarana, prasana dan tenaga kepemdikhususnya di
daerah terpencil, (2) pemberian bantuan biayadidiéan bagi
masyarakat yang berpendapatan perkapita rendatarterumasyarakat

miskin, (3) peningkatan profesionalisme baik diak&jan guru maupun
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para tenaga kependidikan lainnya, (4) penyediaarpéaanfaatan media
teknologi modern untuk fungsi pendidikan, dan (@ningkatan relevansi
pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan bagi kelgstlagan
kehidupan, yang berbasis pada falsafah hidugodéensi masyarat Jawa
Barat serta dunia industri.

C. Alokasi anggaran pendidikan dasar memerlukan sgjirataplementasi
kebijakan dalam bidang kurikulum, ketenagaan, pegyaan, sarana dan
prasarana, serta peningkatan partisipasi masyarakat

d. Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikdasar akan
meningkatkan Angka Melek Huruf, dan meningkatkeataRata Lama
Sekolah

e. Meningkatnya Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lamekdlah akan
meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat

f. Mutu pendidikan dasar merupakan konsep yang mdagaiindeks
Pendidikan masyarakat Jawa Barat dengan budi perkdwr serta

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Pengembangan Alternatif Model Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan
Existing Model

Dari pengamatan lapangan pada implementasi kehijak&kasi anggaran
pendidikan dasar, nampak bahwa kebijakan pengaaggdisusun dengan
pendekataranggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input

yang direncanakan dengan memperhatikan prestag@ ketiap OPD dalam
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan peR@y) anggaran berbasis
kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitasepeanaan anggaran serta
menjamin  efektivitas dan efisiensi penggunaan aragga ke dalam
program/kegiatan. Dengan demikian dapat dikatakalmwh model kebijakan
alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Badalah Model Paradigma
Rasional atauRational Paradigma (Thomas,1971:123), dengan karakteristik

penganggaran prografBudgeting by Program or Performance).

Alternatif Model

Strategi yang digunakan untuk model alternativdamdbahwa kebijakan
alokasi anggaran pendidikan harus dapat : (1) Memdptingkat pendidikan
masyarakat (melalui implementasi kebijakan di bgl&etenagaan, pembiayaan,
sarana dana prasarana, partisipasi masyarakat) (20ladvlenjadikan masyarakat
Jawa Barat yang berbudiperkerti luhur serta meraguéau pengetahuan dan
teknologi (melalui implementasi kebijakan di biddagikulum).

Sasaran yang ingin dicapai dengan strategi terseladalah : (1)
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutamakupenuntasan wajib
belajar Sembilan tahun dan pencanangan wajib Ibel®jaahun bagi anak usia
sekolah; (2) Meningkatnya kesadaran akan perbedabaransi dan kerjasama
antar umat beragama; (3) Meningkatnya implememdai-nilai budaya dan
kearifan lokal; (4) Meningkatnya sikap saling meagjai dan menghormati

berbagai komunitas budaya.
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Alternatif model mengadopsi kerangka manajementegitka pertama,
melakukarenvironmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri dari analisis
lingkungan eksternal (ALE) dan analisis lingkungemernal (ALIl). Kedua,
strategy formulation (perumusan strategi) yaitu kegiatan perumusan , misi
menentukan tujuan, membuat prioritas, membuat egftatdan membuat
kebijakan. Ketiga, strategy implementation (menjalankan strategi yang telah
dibuat) yaitu menyusun program, menganggarkan,a serémbuat prosedur.
Keempat, evaluaton and control (evaluasi dan pengawasan) yaitu kegiatan
monitoring terhadap kinerja organisasi kemudian akgtan koreksi yang

diperlukan.
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Gambar 5.1. Alternatif Model Kebijakan Alokasi Anggaran Pedi#tian
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